
BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/87/KEP/23/2026

TENTANG

INVESTASI JANGKA PENDEK KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa  guna  memberikan  manfaat  ekonomi,  sosial  dan
peningkatan  pendapatan  daerah  dan/atau  peningkatan
kesejahteraan  dan/atau  pelayanan  masyarakat  dalam
pengelolaan kas daerah khususnya mengenai penerimaan perlu
melakukan investasi jangka pendek;

 b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor  77  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Teknis
Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Bupati  menetapkan  jenis
investasi  jangka  pendek  yang  dipilih  dengan  menerbitkan
Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf  a  dan  huruf  b, perlu  menetapkan  Keputusan  Bupati
tentang  Investasi  Jangka Pendek  Kabupaten Magelang Tahun
Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi  Djawa
Tengah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang  dengan  mengubah  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  244,  Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang
Penetapan  Peratuan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor  2  Tahun  2022  tentang  Cipta  Kerja  menjadi  Undang-
Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023
Nomor  41,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6856);

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

SALINAN
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman  Teknis  Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten  Magelang  Tahun  2022  Nomor  5),  Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jenis Investasi Jangka Pendek yang akan dipilih oleh Pemerintah
Kabupaten Magelang adalah Deposito.

KEDUA : Besaran  deposito  yang  akan  diinvestasikan  selama  Tahun
Anggaran  2026  sebesar  Rp250.000.000.000,00  (dua  ratus  lima
puluh miliar rupiah).

KETIGA : Deposito  ditempatkan  di  PT.  Bank  Pembangunan  Daerah  Jawa
Tengah (Perseroda) Cabang Mungkid yang ditunjuk sebagai bank
penempatan RKUD Pemerintah Kabupaten Magelang.

KEEMPAT : Dana  yang  diinvestasikan  dalam  bentuk  deposito  harus  sudah
masuk ke RKUD paling lambat tanggal 31 Desember 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Februari 2026

BUPATI MAGELANG,

     ttd

GRENGSENG PAMUJI
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

${ttd}

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006
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